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struktur organisasi, Penerima izin kesulitan memahami proses perizinan,
koordinasi antar lembaga, dan masyarakat merasa kurang sosialisasi. Sikap
SOpP pemangku  kepentingan menunjukkan komitmen,

tetapi  terbatasnya sumber daya menghambat
efektivitas. Rekomendasi penelitian ini mencakup
peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi
SOP, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Sektor ketenagalistrikan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,
pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Listrik telah menjadi kebutuhan primer
yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas rumah tangga, perkantoran,
perhotelan, dan industri. Sebagai sumber daya vital, ketersediaan listrik yang andal, terjangkau,
dan ramah lingkungan menjadi prasyarat utama untuk mendukung aktivitas industri, perdagangan,
layanan publik, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Heffron et al., 2022; Maulidia et
al., 2019).

Energi listrik menjadi barometer tingkat kemakmuran masyarakat modern karena semakin
tinggi tingkat kesejahteraan, semakin besar konsumsi energi listriknya. Meski sangat bermanfaat,
energi listrik juga berpotensi membahayakan jika tidak dikelola dengan baik sesuai standar
ketenagalistrikan. Karena pentingnya energi listrik bagi kehidupan dan pembangunan, sistem
tenaga listrik harus mampu menyediakan pasokan yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Ini
berarti bahwa sistem tersebut harus tidak membahayakan manusia dan lingkungan, memiliki
kualitas dan kontinuitas layanan yang baik, serta meminimalkan pencemaran lingkungan
(Hartono et al., 2020; Tanoto et al., 2021; Zeraibi et al., 2021).

Proses perizinan usaha ketenagalistrikan merupakan aspek penting dalam pengelolaan
sektor ini, karena bertujuan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kualitas pasokan listrik.
Melalui perizinan yang terstruktur, pemerintah dapat memantau pelaksanaan usaha
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ketenagalistrikan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan. Pemerintah telah menetapkan regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM
Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur izin, kewajiban pelaku usaha, dan prosedur pengawasan
agar kegiatan usaha ketenagalistrikan berjalan sesuai standar teknis yang berlaku, mendukung
kualitas dan keberlanjutan pasokan listrik.

Kebijakan perizinan ini mewajibkan pelaku usaha memiliki izin resmi dan mengikuti
peraturan yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh rakyat memiliki akses terhadap listrik
yang andal dan terjangkau, serta mendorong penggunaan energi yang bersih dan efisien.
Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha
ketenagalistrikan terbagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan untuk
kepentingan sendiri, serta usaha penunjang tenaga listrik. Hal ini memungkinkan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung penyediaan
tenaga listrik yang sesuai standar dan regulasi

Peningkatan kebutuhan energi listrik di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara,
menuntut pengelolaan ketenagalistrikan yang efektif dan efisien. Energi listrik menjadi
komponen vital bagi pertumbuhan ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga
kebijakan publik terkait izin usaha ketenagalistrikan sangat penting untuk menjamin ketersediaan
listrik yang andal dan terjangkau. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang
pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat, mencakup regulasi dan
program yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara
memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di daerah, termasuk
dalam penetapan izin usaha ketenagalistrikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No.
4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, program pengelolaan ketenagalistrikan diarahkan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Hal ini dilakukan guna mencapai indikator kinerja elektrifikasi yang optimal dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.

Proses perizinan ini mencakup penilaian aspek administratif, teknis dan lingkungan.
Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara harus memastikan bahwa setiap usaha yang diusulkan
memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan serta dapat berkontribusi pada peningkatan
penyediaan tenaga Listrik di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, dinas juga harus melakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha tersebut untuk memastikan bahwa
usaha berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan dampak negative bagi Masyarakat dan
lingkungan.

Penyediaan tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Utara dipasok dari beberapa pembangkit
baik yang menggunakan energi fosil seperti Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU), Pembangkit
Listrik tenaga diesel (PLTD) maupun energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik tenaga air
(PLTA), Pembangkit Listrik tenaga Surya ( PLTS), dan Pembangkit Listrik tenaga panas bumi
(PLTP).

Berdasarkan observasi awal dari peneliti pemberian Ijin usaha penyediaan tenaga Listrik
di provinsi Sulawesi Utara dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini mungkin mengalami
beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya hambatan
atau kendala dalam proses pengurusan izin usaha ketenagalistrikan. Hal ini dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman terkait ketentuan tersebut, kurangnya koordinasi
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, atau adanya permasalahan teknis
terkait infrastruktur atau regulasi yang mempersulit proses pengurusan izin.
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Pasokan listrik yang terbatas dari PT PLN (Persero) menyebabkan banyak daerah di
Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, belum sepenuhnya menikmati aliran listrik yang
stabil. Beberapa desa bahkan belum terjangkau listrik PLN, sementara pemadaman sering terjadi
di wilayah yang sudah berlistrik. Untuk mengatasi krisis ini, program listrik mandiri menjadi
solusi, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengalami defisit pasokan listrik. Meskipun
subsidi energi terus meningkat, dampaknya terhadap peningkatan akses listrik nasional belum
optimal. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara, yang
berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 dan didukung oleh UU No. 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas untuk mengelola sektor kelistrikan di provinsi ini.

Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan
di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan UU No.
32 Tahun 2004 dan UU No. 30 Tahun 2009, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
mengatur, membina, dan mengawasi penyediaan listrik, termasuk penerbitan izin usaha dan
pembentukan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Kewenangan ini mencakup
penerbitan IUPTL (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) dan pengangkatan Inspektur
Ketenagalistrikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas dan
keandalan listrik di daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan akses
listrik yang lebih merata bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa di Kota Manado, izin usaha
ketenagalistrikan (IUPTLS) telah diberikan kepada berbagai jenis usaha. Dari 50 data yang
tersedia, 22% diberikan kepada hotel, 2% ke rumah sakit, 10% ke sektor perdagangan, 4% untuk
jasa penerbangan, dan 66% untuk sektor lainnya. Kendati sudah ada pedoman dan prosedur yang
ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021, beberapa kendala dalam proses
perizinan masih ditemui, khususnya terkait efisiensi dan koordinasi antar lembaga.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah dalam pengurusan izin
ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta
merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan tersebut.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan ketenagalistrikan
di Sulawesi Utara, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang
berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi
di wilayah tersebut

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap aksi di mana perencanaan yang telah dirumuskan
dijalankan sebagai kebijakan yang operasional. Kebijakan ini umumnya diwujudkan melalui
undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan badan peradilan, dan diimplementasikan
melalui program-program publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk
memastikan efektivitas penerapannya, kebijakan publik sering kali memerlukan pedoman
pelaksanaan dan keterbukaan informasi, sehingga hak-hak dan kebutuhan masyarakat terlindungi,
dan pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien (Alaerts, 2020; Brotestes Panjaitan et
al., 2019).

Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara kebijakan yang direncanakan dengan
realitas pelaksanaan di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh interpretasi yang berbeda,
tantangan teknis, atau kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Ketidaksesuaian ini
menunjukkan bahwa, tanpa pemahaman yang baik dan langkah-langkah yang terstruktur,
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pelaksanaan kebijakan mungkin tidak akan memenuhi tujuan awal yang ingin dicapai
(Ayuningtyas et al., 2021; Wahyuni et al., 2023).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang jelas oleh
para pelaksana mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan dan sasaran kebijakan harus
disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk mengurangi kesalahpahaman atau
distorsi dalam pelaksanaannya. Tanpa pemahaman yang memadai dari kelompok sasaran,
kebijakan berisiko menghadapi penolakan atau hambatan dalam pelaksanaannya

Peraturan tentang UU No.30 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan)
mengatur ketenagalistrikan sebagai segala hal terkait penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
serta kegiatan pendukungnya. Tenaga listrik didefinisikan sebagai energi sekunder yang
dihasilkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai kebutuhan, namun tidak termasuk
penggunaan listrik untuk sosialisasi, elektronika, atau isyarat.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan memastikan ketersediaan tenaga listrik yang
cukup, berkualitas, dan terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
mendukung pembangunan berkelanjutan. Kendali atas penyediaan tenaga listrik berada pada
negara, dengan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip otonomi
daerah.

Konsep Usaha Penyedia Tenaga Listrik

Berdasarkan Penjelasan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Perizinan
Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya. Kemudian, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Aspek Analisis Risiko: a. Pengidentifikasian
kegiatan usaha; b. Penilaian tingkat bahaya; c. Penilaian potensi terjadinya bahaya; d. Penetapan
tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan e. Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 usaha Penyediaan tenaga Listrik dapat dibagi 2 yaitu Untuk kepentingan umum dan
kepentingan sendiri. Kepentingan umum Dapat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan
Penetapan Wilayah Usaha (PPU/Public Private Utility) jenis usaha nya antara lain 1.
pembangkitan tenaga listrik; 2. transmisi tenaga listrik; 3. distribusi tenaga listrik; dan/atau 4.
penjualan tenaga listrik. Hal ini diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai
kewenangannya. Pelaku Usahanya dapat berupa: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan
Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga Listrik.

Untuk kepentingan sendiri diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai
kewenangannya, dari sisi Kementerian menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk [UPTLS

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode
fenomenologis untuk mempelajari kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai
instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang merupakan
gabungan dari berbagai sumber data, guna mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan akurat.
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Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman

langsung dari partisipan dan menginterpretasikan data secara komprehensif (Bahasoan et al.,
2023; Martiny et al., 2021; Patton, 2020).

Tempat penelitian ditetapkan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah
(ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang
menunjukkan adanya kendala dalam efektivitas implementasi Kebijakan Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik di Dinas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas ESDMD.

Fokus penelitian ditetapkan berdasarkan indikator-indikator tertentu untuk menjaga agar
analisis tetap terarah dan sesuai dengan tujuan. Sub-fokus penelitian meliputi empat aspek utama:
sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaksana, ketersediaan sumber daya yang
diperlukan, sikap dan komitmen pemangku kepentingan, serta struktur birokrasi di Dinas
ESDMD yang berperan dalam implementasi kebijakan. Pendekatan terfokus ini membantu
peneliti untuk mendalami setiap aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif, yang melibatkan empat tahap:
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini
memungkinkan peneliti untuk menyaring data yang relevan, menyajikan hasil dalam bentuk yang
terstruktur, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi kualitatif. Dengan
pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam mengenai
implementasi kebijakan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara (Morgan, 2021; Shorey & Ng,
2022; Weckesser & Denny, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan

Implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan proses yang
kompleks dan memerlukan sinergi berbagai elemen dalam birokrasi. Kebijakan ini mencakup
serangkaian langkah untuk memastikan bahwa penyediaan tenaga listrik di daerah dapat berjalan
sesuai standar, dengan tujuan akhir menjamin keamanan dan ketersediaan listrik bagi masyarakat.
Agar kebijakan ini berhasil, komunikasi yang efektif menjadi elemen penting, karena kebijakan
perlu disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemangku
kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Selain komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga ditentukan oleh
ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja yang memiliki
keahlian khusus, peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses perizinan, serta anggaran
yang memadai untuk melaksanakan kegiatan terkait pengawasan dan pengelolaan izin usaha.
Tanpa sumber daya yang cukup, proses implementasi kebijakan ini dapat terhambat,
menyebabkan kendala dalam pelaksanaan serta menurunkan efektivitas kebijakan.

Faktor lain yang krusial dalam implementasi kebijakan adalah sikap atau disposisi yang
tepat dari para pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang mendukung. Sikap positif,
komitmen, dan integritas dari petugas yang menjalankan kebijakan sangat berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan kebijakan. Struktur birokrasi yang mendukung akan mempermudah
pelaksanaan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperjelas alur tanggung jawab.
Dengan kombinasi komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap yang positif, dan
struktur birokrasi yang efektif, diharapkan implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan
di Sulawesi Utara dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
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Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi adalah aspek penting yang berperan
besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara
telah berupaya untuk menyediakan berbagai media sosialisasi agar informasi mengenai izin usaha
ketenagalistrikan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang efektif
memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, memahami
prosedur dan persyaratan perizinan secara lebih jelas, yang pada akhirnya membantu
mempermudah proses implementasi kebijakan (Adams et al., 2021; Horschig et al., 2020).

Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara menggunakan berbagai metode untuk
menyampaikan informasi, mulai dari pertemuan formal dengan pemangku kepentingan hingga
pemanfaatan media digital. Dengan adanya situs web resmi dan aplikasi pelayanan online seperti
OSS (Online Single Submission), diharapkan proses sosialisasi dan akses informasi dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Melalui media digital, informasi dapat diakses kapan
saja oleh masyarakat, memungkinkan transparansi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi
perizinan.

Namun, tantangan masih muncul dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami
oleh masyarakat umum. Kendala seperti keterbatasan akses digital di beberapa daerah dan
penggunaan bahasa teknis yang sulit dimengerti menjadi hambatan dalam sosialisasi. Meskipun
media digital memudahkan akses, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau sarana
untuk mengakses informasi secara online. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut,
seperti penggunaan bahasa yang lebih sederhana atau peningkatan aksesibilitas informasi, agar
kebijakan perizinan ketenagalistrikan dapat diterima dan dipahami oleh semua lapisan
masyarakat (Giest, 2020; Persaud et al., 2022; Styk & Bogacz, 2022).

Sumber Daya

Sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana,
merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam kasus Dinas
ESDMD Provinsi Sulawesi Utara, keberadaan staf yang kompeten menjadi kekuatan penting
dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perizinan ketenagalistrikan. Namun, keberhasilan ini
juga bergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya yang tersedia, terutama saat jumlah
permohonan izin meningkat secara signifikan (Giarola et al., 2023; Onwujekwe et al., 2020;
Upadhyay et al., 2023).

Peningkatan jumlah permohonan izin serta kompleksitas tugas menimbulkan tekanan
pada kapasitas yang ada di Dinas ESDMD. Meskipun sumber daya manusia yang ada cukup
memadai untuk memenuhi sebagian besar tugas, beban kerja yang semakin besar menunjukkan
perlunya peningkatan kapasitas. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia belum
sepenuhnya mencukupi untuk menangani peningkatan permintaan layanan, sehingga upaya
memperkuat kapasitas organisasi menjadi semakin penting.

Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan sumber daya aparatur, terutama melalui
pelatihan dan peningkatan keterampilan, menjadi prioritas. Dengan program pelatihan yang
berkelanjutan, staf dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk
menangani tugas yang lebih kompleks dan memberikan layanan yang lebih baik. Investasi dalam
pengembangan kapasitas aparatur ini diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan perizinan
dapat dilaksanakan dengan efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang
terus berkembang (Mahdavi et al., 2021; Meredith et al., 2024; Miquelajauregui et al., 2022).
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Disposisi atau Sikap

Implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan di Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan proses yang melibatkan berbagai
elemen kunci seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun
telah ada komitmen dan dukungan dari aparatur pemerintah dan penerima izin usaha,
implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyampaikan
informasi teknis yang mudah dipahami oleh masyarakat. Disposisi atau sikap pelaksana
kebijakan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan di
lapangan.

Struktur birokrasi di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dirancang untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan izin usaha ketenagalistrikan, dengan pembagian tugas yang jelas di antara
bidang dan staf pelaksana. Namun, kompleksitas hierarki dan prosedur operasional standar (SOP)
yang ada masih menjadi tantangan dalam mengalirkan informasi secara efisien kepada
masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap tata kerja birokrasi dan SOP yang berlaku masih
terbatas, sehingga menghambat kelancaran proses perizinan. Upaya peningkatan transparansi dan
pemahaman mengenai struktur birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan -efisiensi
implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan
masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai prosedur izin usaha
dapat tersampaikan dengan baik. Berbagai media, baik formal maupun digital, seperti pertemuan
dengan pemangku kepentingan, situs web resmi, dan media sosial, telah digunakan untuk
sosialisasi. Namun, struktur birokrasi yang kompleks dapat menjadi penghambat bagi aliran
komunikasi yang lancar, di mana proses penyampaian informasi menjadi lebih rumit. Hubungan
antara komunikasi dan struktur birokrasi ini menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur dapat
meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan (Carey et al., 2019; Levine Daniel & Fyall, 2019;
Reynolds et al., 2020).

Sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, anggaran, dan sarana, juga berpengaruh
besar terhadap kinerja struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan. Keterbatasan jumlah staf
yang menangani permohonan izin, terutama dengan meningkatnya jumlah pemohon,
menyebabkan tekanan pada struktur birokrasi dan memperlambat proses perizinan. Hubungan
erat antara sumber daya dan struktur birokrasi ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi
sumber daya akan sangat membantu dalam mempercepat kinerja birokrasi dan memperkuat
efektivitas implementasi kebijakan.

Selain itu, sikap pelaksana kebijakan yang positif dan proaktif sangat mendukung
efektivitas komunikasi dan penerapan kebijakan. Meski sikap yang positif terlihat dari para
pelaksana, keterbatasan sumber daya dan tekanan kerja yang tinggi dapat menyebabkan
penurunan kualitas pelayanan. Hal ini menandakan bahwa sikap positif saja tidak cukup tanpa
dukungan sumber daya yang memadai. Dengan adanya sinergi antara komunikasi, sumber daya,
sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang efektif, implementasi kebijakan Izin Usaha
Ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan
memberikan dampak yang positif bagi (Hursting & Chambers, 2021; Vento & Kuokkanen, 2022)
KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Dinas
ESDMD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa proses ini melibatkan berbagai aspek yang
kompleks, termasuk sosialisasi yang efektif, pemanfaatan sumber daya, sikap pelaksana
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kebijakan, dan struktur birokrasi. Dinas ESDMD telah berupaya untuk menyampaikan informasi
melalui berbagai media, namun masih ada tantangan dalam menjangkau pemahaman masyarakat
secara menyeluruh akibat keterbatasan akses informasi dan kompleksitas birokrasi.

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi penghambat dalam
pengelolaan proses perizinan secara optimal. Meskipun terdapat komitmen tinggi dari para
pelaksana kebijakan, kapasitas yang terbatas ini berdampak pada efektivitas implementasi dan
kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada upaya keras dari
Dinas, keterbatasan sumber daya tetap menjadi kendala dalam mencapai tujuan kebijakan yang
lebih luas.

Keterkaitan antara sikap pelaksana, efektivitas komunikasi, dan ketercukupan sumber
daya sangat berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan. Sinergi antara elemen-elemen
ini sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan secara efisien, transparan, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Sikap positif pelaksana kebijakan harus diiringi dengan
dukungan sumber daya yang memadai serta komunikasi yang terarah kepada publik untuk
memastikan kebijakan ini dapat diterima dan dipahami secara luas.

Sebagai saran, diharapkan kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi
Utara dapat terus diperbaiki agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
penyederhanaan struktur birokrasi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat akan
sangat membantu dalam mencapai tujuan kebijakan ini.
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